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PENGANTAR 


Uku ini merupakan cetakan lanjutan atau perbaikan dari buku 
PB: sama dicetak pada 2003. Di dalam cetakan lanjutan ini 

ditambah satu bab tentang pemilihan umum di Indonesia. 
Seperti dikatakan sebelumnya di dalam pemerintahan yang demokra- 
tis kehadiran partai politik merupakan suatu keharusan yang tidak 
dapat dihindari. Hubungan partai politik dan proses administrasi pu- 
blik dalam sistem birokrasi pemerintah tidak dapat dipisahkan, tetapi 
keduanya dapat dibedakan peran dan sistemya. 

Selanjutnya dengan kehadiran partai politik sebagai ciri suatu 
pemerintahan yang demokratis, maka langkah selanjutnya diperlukan 
sarana demokrasi lainnya yaitu diselenggarakannya pemilihan umum. 
Di sini kedaulatan rakyat berperan untuk menentukan suatu pemerin- 
tahan dari rakyat kemauan rakyat, diselenggarakan oleh rakyat dan 
untuk kepentingan dan memenuhi tujuan seluruh rakyat. 

Sejak dikembangkan ilmu administrasi publik atau birokrasi pub- 
lik maka kajian ini tidak lagi bisa dipisahkan dengan ilmu politik. Ilmu 
administrasi publik adalah perpaduan antara ilmu administrasi atau 
manajemen dengan ilmu politik. Sampai sekarang kehadiran kedua 
ilmu ini sangat menajamkan analisis kedua ilmu ini. 

Setelah kemerdekaan kita diproklamasikan oleh Bung Karno dan 
Bung Hatta tanggal 17 Agustus 1945, dan Undang-Undang 1945 disah- 
kan sehari setelah kemerdekaan, maka Negara Kesatuan Republik In- 
donesia menjadi negara yang merdeka. Berdasarkan undang-undang 
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dasar tersebut Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. 
Kekuasaan presiden yang memimpin negara baru ini oleh konstitusi 
diberikan kekuasaan yang amat besar. Karena kekuasaan pemimpin 
negara kita besar sekali, sehingga dikhawatirkan oleh banyak tokoh 
saat itu adanya tuduhan dari negara lain bahwa negara kita akan men- 
jadi negara fasis diktator seperti penjajah Jepang yang baru menjajah 
negara kita saat itu. Itulah sebabnya Sutan Syahrir mengusulkan ke- 
pada Wakil Presiden Hatta agar pemerintah mengijinkan rakyat mem- 
bentuk partai politik 

Pendapat Sutan Syahrir waktu itu diterima oleh Wakil Presiden 
Hatta maka ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Maklumat X, atau 
Maklumat Wakil Presiden yang ditandatangani oleh Moh. Hatta pada 
tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan 
partai politik. Adanya partai politik itu sekaligus menyatakan bah- 
wa negara yang baru diproklamirkan adalah negara yang mengikuti 
sistem demokrasi. Karena partai politik merupakan tanda adanya per- 
anan rakyat yang mempunyai kemerdekaan berserikat dan mengeluar- 
kan pendapat. Dalam Maklumat Wakil Presiden itu digagas pula untuk 
menyelenggarakan pemilihan umum. Disebutkan bahwa pemilihan 
umum itu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Rencananya Pemilu itu 
diselenggarakan pada Januari 1946. Sayang rencana awal Pemilu tidak 
bisa diselenggarakan karena pemerintah belum siap. 

Di sini tampak jelas kehadiran partai politik merupakan syarat 
terjadinya suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya 
hubungan kedua sistem itu, yakni sistem birokrasi dan administrasi 
pemerintahan dan sistem politik, harus ditata agar terselenggara tata 
kepemerintaan yang baik, bersih, dan berwibawa. 

Buku cetakan perbaikan ini menjadi 6 bab. Bab pertama memba- 
has tentang birokrasi pemerintah secara lengkap. Bab kedua menjelas- 
kan perbedaan antara birokrasi dan administrasi publik. Bab ketiga 
membahas birokrasi dan partai politik secara rinci. Bab keempat, yang 
merupakan bab baru, menguraikan secara panjang lebar tentang par- 
tai politik dan pemilihan umum, mulai dari Pemilu pertama tahun 


vi | 
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1955 sampai dengan hasil dan proses Pemilu 2009. Adapun pada Bab 
kelima membahas tentang partai politik dan birokrasi pemerintahan 
dan ditutup dengan penjelasan mengenai aspek kelembagaan dalam 
birokrasi pemerintahan sipil yang dirangkum dalam Bab keenam. 

Penulis bersyukur setelah terbitan pertama mendapat banyak sa- 
ran masukan dan pendapat dari banyak teman sejawat dan para maha- 
siswa doktoral yang saya bimbing untuk perbaikan buku ini. Untuk itu 
semua penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan banyak teri- 
ma kasih. Semoga Allah senantiasa mencurahkan ilmu dan kesehatan 
yang tiada hentinya kepada kita semua. Amien. 


Yogyakarta, 6 Juni 2014 
Miftah Thoha 
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ejak Reformasi kehadiran partai politik (Parpol) di dalam pe- 

nyelenggaraan pemerintahan tidak lagi dapat dihindari. Ciri 

dari suatu pemerintahan yang demokratis adalah ditandai den- 
gan kehadiran partai politik. Sejak itu maka banyak jabatan dalam bi- 
rokrasi pemerintahan dipimpin oleh pejabat dari partai politik. Sejak 
itu pula di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dikenal ja- 
batan politik. Selain itu, di dalam birokrasi pemerintah dikenal pula 
jabatan karier birokrasi yang biasa disebut para birokrat atau pejabat 
birokrasi yang meniti kariernya di dalam sistem birokrasi yang be- 
rangkat dari jabatan karier terendah di tingkat awal sampai ke tingkat 
jabatan tertinggi. Pejabat karier diangkat dalam jabatan birokrasi oleh 
pejabat tinggi yang berwenang mengangkatnya. Adapun jabatan poli- 
tik adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat atau diangkat oleh pejabat 
politik yang dipilih oleh rakyat. Jabatan politik ini ada masa jabatan- 
nya, yakni dibatasi oleh masa jabatan berdasarkan pemilihan (umum 
atau pemilihan kepala daerah), biasanya lima tahun sekali. 

Selain itu di dalam tatanan sistem administrasi penyelenggaraan 
pemerintahan negara dikenal juga jabatan negara atau pejabat negara. 
Jabatan ini diangkat oleh negara untuk melaksanakan tugas, kewena- 
ngan, dan kewajiban negara untuk kepentingan negara. Jabatan atau 
pejabat negara ini dahulu dikenal untuk mengganti sebutan jabatan 
politik, Sekarang jabatan atau pejabat negara itu juga masih digunakan 
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yang bisa membawa duplikasi dengan jabatan politik. Tiga jabatan 
ini—karier, politik, dan negara—berhimpitan digunakan tanpa ada 
batas tata aturan yang jelas yang membawa sistem penataan hubung- 
an ketiganya sehingga terselenggara tatanan pemerintahan yang baik, 
bersih, dan demokratis. 


A. KLARIFIKASI JABATAN-JABATAN 


Presiden SBY dahulu pernah menyatakan ketika akan melantik 
Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrif Arief bahwa 
jabatan Kapolri, Panglima TNI, dan jaksa agung adalah “bukan jabatan 
politik” Istilah jabatan politik baru kita kenal setelah era Reformasi 
karena banyak jabatan itu berasal dari kekuatan partai politik. Kita be- 
lum menjumpai jabatan itu diatur oleh ketentuan undang-undang. 

Sejak zaman pemerintahan Orde Baru jabatan itu dikenal sam- 
pai sekarang dengan istilah jabatan negara, pejabatnya disebut pejabat 
negara. Ketika itu dalam pemerintahan Orde Baru tidak dikenal ja- 
batan politik, selain karena Presiden Soeharto tidak menyukai poli- 
tik, juga disebabkan pejabatnya selalu berasal bukan dari partai poli- 
tik tetapi dari Golongan Karya yang bukan partai politik. Perubahan 
sistem politik yang terjadi selama pemerintahan reformasi ini tidak 
cepat direspons oleh pemerintah sekarang sehingga tatatan birokrasi 
kita tidak jelas mengatur hubungan dan prosedur kerja yang harus di- 
jalankan mengenai jabatan politik ini. Benarkah Panglima TNI, Ka- 
polri, jaksa agung bukan jabatan politik? Mengapa selama ini peng- 
angkatan jabatan itu harus diuji kelayakan oleh DPR sebagai lembaga 
politik? Hal-hal semacam ini yang tidak jelas prosedur kerja yang 
harus dilakukan dalam menata jabatan politik dalam sistem birokrasi 
pemerintahan kita. Demikian juga para menteri pembantu presiden 
dikenal sebagai pejabat politik karena diangkat oleh presiden sebagai 
pejabat politik yang dipilih rakyat dalam pemilihan umum. Akan 
tetapi keterlibatan lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam memberikan uji kelayakan tidak ada. Demikian juga rangkapan 
jabatan antara pimpinan parpol dengan pejabat negara atau politik 
seperti para menteri dan presiden sendiri tidak juga diatur dalam per- 
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aturan perundangan. Bukankah ini merupakan gejala anomali dalam 
sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan negara? 

Menurut lazimnya di dalam negara demokrasi, Panglima TNI 
adalah jabatan karier di bidang militer, demikian pula Kapolri adalah 
jabatan karier kepolisian. Kedua jabatan itu sama statusnya sebagai 
jabatan karier seperti sebutan untuk pegawai negeri sipil (PNS), mu- 
lai dari pejabat karier eselon satu sampai ke bawah. Proses rekrutmen 
dan promosinya harus dijauhkan dari suasana dan arena politik yang 
secara melembaga diwakili oleh lembaga politik DPR. Pengangkatan 
dan promosinya berada di wilayah pemegang kekuasaan penyeleng- 
gara pemerintah, yakni presiden, bukan berada di wilayah pemegang 
kekuasaan perundangan atau politik. Panglima TNI dan Kapolri ada- 
lah pembantu presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala 
pemerintahan. Oleh karena itu, seharusnya pengangkatan dan pro- 
mosinya berada di dalam keputusan presiden dan tidak perlu dibawa 
dan dimintakan persetujuan atau diuji kelayakan oleh DPR. Jabatan 
Panglima TNI maupun Kapolri sama dengan jabatan karier yang diba- 
tasi dengan usia pensiun, jika telah sampai umur pensiun diganti. Jus- 
tru yang seharusnya diuji kelayakan oleh DPR adalah pejabat politik 
seperti para menteri yang sebelum dilantik oleh presiden dimintakan 
persetujuan politik oleh DPR seperti di negara-negara parlementer. 
Jabatan politik atau jabatan negara tidak dibatasi oleh usia pensiun ke- 
cuali ada undang-undang yang mengatur batasan usia pensiunnya. 

Kedudukan jaksa agung kelazimannya sejak pemerintahan Presi- 
den Soekarno dan Presiden Soeharto, selalu berada di lingkungan ka- 
binet. Demikian juga selama pemerintahan era Reformasi. Kedudukan 
seperti ini menjadikan jaksa agung sebagai anggota kabinet baik sede- 
rajat atau disamakan dengan kedudukan menteri atau bahkan diberi 
sebutan menteri. Oleh karena itu jabatan jaksa agung bukan jabatan 
karier, melainkan jabatan politik atau jabatan negara atau pejabat 
negara. Orang yang menduduki jabatan jaksa agung berasal dari arena 
politik, bisa juga berasal dari pejabat karier, tetapi jika menduduki ja- 
batan negara atau politik tidak terikat oleh usia pensiun sebagai jaksa 
karier. 
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Promosi dan pengangkatan jabatan jaksa agung melibatkan lem- 
baga politik dan wakil rakyat DPR. Biasanya pengangkatan jabatan 
jaksa agung selalu berkaitan dengan terbentuknya kabinet baru yang 
diangkat oleh presiden. Ketika Kabinet Pembangunan IV dibentuk 
oleh Presiden Soeharto dengan Surat Keputusan No. 45/M Tahun 1983 
tanggal 16 Maret 1983 jaksa agung menjadi anggota kabinet. Demiki- 
an seterusnya sampai Kabinet SBY-JK dengan Surat Keputusan Presi- 
den RI No. 187/M Tahun 2004 dan Keputusan Presiden RI No. 188/M 
Tahun 2004 dengan masa bakti 22 Oktober 2004 hingga Oktober 
2009 jaksa agung masuk dalam susunan kabinet. Dengan demikian 
jaksa agung bukan jabatan karier, melainkan jabatan negara atau pe- 
jabat negara yang sekarang ini dikenal juga sebagai jabatan politik. Di 
negara sistem presidensial seperti Amerika Serikat, jaksa agung masuk 
dalam susunan kabinet presiden, diangkat dan dimintakan persetuju- 
an kongres bersamaan dengan pengangkatan dan persetujuan para 
menterinya. 

Demikian juga tata hubungan antara jabatan politik dan jabatan 
karier birokrasi pemerintah belum pernah juga tertata secara terarah 
sistematis dan bisa mewujudkan tatanan kepemerintahan yang baik 
dan bersih. Pemecatan dan pemutusan hubungan kerja dan karier 
jabatan birokrasi oleh pejabat dari partai politk yang memimpinnya 
selama reformasi ini semakin menjadi kebiasaan tanpa aturan dan 
yurisdiksi yang jelas. Jabatan karier birokrasi yang dibatasi kariernya 
dengan usia pensiun bisa sewaktu-waktu diganti dan diberhentikan 
oleh jabatan politik yang tidak mendukungnya ketika mencalonkan 
jabatan kepala daerah ataupun jabatan politik lainnya. 

Sementara itu rangkap jabatan antara pejabat negara atau pejabat 
politik dengan pimpinan partai politik belum pernah juga diatur se- 
berapa jauh dilakukan. Agar lebih jelas tatanan administrasi negara 
kita di masa-masa yang akan datang, maka perlu dalam rangka refor- 
masi birokrasi yang grand design beserta road map-nya telah disiap- 
kan oleh Kementerian PANRB, diatur tatanan kerja jabatan politik, 
jabatan negara dan jabatan karier dalam susunan tata perundangan 
yang yurisdiksinya jelas, sistematis, bersih, dan baik. 
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B. RANGKAP JABATAN 


Rangkap jabatan antara jabatan pimpinan partai politik dan pe- 
jabat negara (pejabat politik) telah lama dikeluhkan. Rangkap jabatan 
dilihat dari perspektif apa pun, etika, manajemen, sosial, politik dan 
ekonomi, kurang bagus. Selain kurang patut dan bagus, rangkap ja- 
batan itu merupakan saluran untuk berbuat menyimpang atau ko- 
rupsi. Penggunaan fasilitas negara tidak mungkin bisa dihindari oleh 
pejabat tersebut baik besar maupun kecil, disadari atau tidak ketika 
pejabat tersebut melakukan tugas aktvitas yang sulit dibedakan antara 
tugas negara atau tugas partainya. Seorang menteri yang merangkap 
jabatan pimpinan partai suatu hari meresmikan proyek pembangunan 
pemerintah di luar Jawa, sore harinya membuka rapat kerja partainya. 
Bisakah menteri tersebut membedakan tiket dan biaya perjalanan ser- 
ta akomodasi yang digunakan yang dibiayai negara dan yang dibiayai 
partainya? Ini baru hal tiket yang biayanya sedikit, tetapi bagaimana 
kalau biayanya besar, fasilitasnya proyeknya besar. Bukankah ini sa- 
luran korupsi yang seharusnya sudah diperbaiki dalam reformasi bi- 
rokrasi pemerintah sejak masa Reformasi ini. Karena gejala ini sudah 
lama benar berlaku dalam riwayat birokrasi pemerintah kita sejak 
Orde Lama, Orde Baru, dan yang sekarang ini. 

Terdapatnya tiga macam jabatan dalam sistem penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan negara sampai saat ini yang lepas dari 
perhatian reformasi birokrasi pemerintah. Hubungan kerja di antara 
tiga jabatan tersebut belum pernah ditata dengan ketentuan peraturan 
yang jelas. Oleh karena itu, timbul suatu pertanyaan besar yang me- 
bawa dampak dipikirkannya suatu tatanan hubungan yang baik antara 
politik dan birokrasi dalam tata kelembagaan pemerintah yang bersih, 
dan demokratis ini. Suatu pertanyan yang masih menggantung dalam 
pemikiran saya: “Bagaimanakah tata hubungan kerja di antara ketiga 
jabatan itu harus diadakan, diatur, dan ditata dalam suatu ketentuan 
perundangan sehingga bisa melahirkan tata kepemerintahan yang baik, 
bersih, dan demokratis?” Pertanyaan pokok ini perlu dirinci dalam per- 
tanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban analisis yang tepat. 
Pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang merisaukan antara lain: 
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1. Apakah rangkap jabatan antara pejabat politik atau pejabat negara 
dengan pimpinan partai politik perlu dipisahkan dalam tata kepe- 
merintahan yang baik dan demokratis? 

2. Bagaimanakah model hubungan kerja antara pejabat politik dari 
partai politik dengan pejabat karier? Siapakah pejabat politik dan 
siapa pula pejabat birokrasi? Siapakah sebagai pembina jabatan 
karier? 

3. Apakah intervensi politik melalui jabatan politik yang memimpin 
jabatan karier birokrasi diperbolehkan dalam tatanan kepemerin- 
tahan yang bersih, berwibawa, baik, dan demokratis? 

4. Bolehkah pejabat politik memindah, mengganti, dan memberhen- 
tikan pejabat jabatan karier birokrasi yang belum habis masa pen- 
siunnya lantaran tidak adanya kecocokan di antara keduanya? 

5. Perlukan jabatan karier (militer, kepolisian, dan lainnya) di uji ke- 
layakan oleh lembaga politik DPR? 

6. Perlukah jabatan politik menteri diuji kelayakan oleh lembaga 
politikDPR? 


G. OFFICIALDOME DALAM BIROKRASI PEMERINTAH 


Keith Dowding, dosen mata kuliah Public Choice dan Public Poli- 
cy pada London School of Economic, ketika menulis buku The Civil 
Service (1995) mengatakan bahwa: “There are many books on the civil 
service and on bureaucratic theory. There are not many which combine 
explanation of both bureaucratic theory and the civil service” Tulisan 
mengenai birokrasi memang banyak, demikian pula karangan menge- 
nai pegawai pemerintah atau pamong praja. Namun buku yang mem- 
bahas kombinasi keduanya tentang birokrasi pemerintah atau birokra- 
si yang dijalankan oleh pamong praja diakui memang tidak banyak. 
Dowding menulis itu dengan latar belakang persoalan yang dihadapi 
oleh birokrasi pemerintah Kerajaan Inggris Raya. Di Inggris menurut 
Keith Dowding tulisan yang membahas teori birokrasi sulit dipahami 
karena memuat eksplanasi masa lalu, bukannya menjawab persoalan 
mengapa public service bisa bekerja sekarang ini.Teori acap kali tidak 
bisa memecahkan persoalan yang dihadapi masa sekarang. 
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Di Indonesia jika ada bahasan tentang birokrasi, maka persepsi 
orang tidak lain adalah birokrasi pemerintah. Birokrasi dengan segala 
macam cacatnya menjadi milik pemerintah. Tampaknya apa yang di- 
katakan oleh Dowding di atas bisa terjadi pula di Indonesia. “Jangan 
berteori saja,” kata Johnson (1978), “karena sama saja dengan menu- 
ruti perbuatan yang jahat” (theorizing as they do indulged in is badly 
done). 

Birokrasi pemerintah sering kali diartikan sebagai officialdom atau 
kerajaan pejabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat 
dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Di dalamnya 
terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yang 
jelas dan pasti, mereka berada dalam area ofisial yang yurisdiktif. Di 
dalam yurisdiksi tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung 
jawab resmi (official duties) yang memperjelas batas-batas kewenang- 
an pekerjaannya. Mereka bekerja dalam tatanan pola hierarki seba- 
gai perwujudan dari tingkatan otoritas dan kekuasaannya. Mereka 
memperoleh gaji berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Selain 
itu, dalam kerajaan pejabat tersebut proses komunikasinya didasar- 
kan pada dokumen tertulis (the files). Itulah kerajaan birokrasi yang 
rajanya para pejabat. 

Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu dalam bi- 
rokrasi pemerintah. Kekuasaan pejabat ini amat menentukan, karena 
segala urusan yang berhubungan dengan jabatan itu maka orang yang 
berada dalam jabatan itu yang menentukan. Jabatan-jabatan itu disu- 
sun dalam tatanan hierarki dari atas ke bawah. Jabatan yang berada di 
hierarki atas mempunyai kekuasan yang lebih besar ketimbang jabatan 
yang berada di tataran bawah. Semua jabatan itu lengkap dengan fasi- 
litas yang mencerminkan kekuasaan tersebut Di luar hierarki kerajaan 
pejabat dan jabatan itu terdampar rakyat yang powerless di hadapan 
pejabat birokrasi tersebut. Itulah sebabnya birokrasi pemerintah acap 
kali disebut kerajaan pejabat yang jauh dari rakyat. 

Konsepsi birokrasi Weber yang dianut dalam organisasi peme- 
rintahan (government) banyak memperlihatkan cara-cara officialdom 
di atas. Pejabat birokrasi pemerintah adalah sentra dari penyelesaian 
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urusan masyarakat. Rakyat sangat tergantung pada pejabat ini, bukan- 
nya pejabat yang tergantung pada rakyat. Pelayanan kepada rakyat 
bukan diletakkan pada pertimbangan utama, melainkan pada per- 
timbangan yang ke sekian. Pengamalan konsep birokrasi pemerintah 
Weberian yang cenderung menjadikan kerajaan pejabat tersebut ba- 
nyak mendapatkan kritikan. Salah satu yang mengkritik pedas adalah 
Warren Bennis (1967). Di dalam tulisannya di majalah Personnel Ad- 
ministration (1967), dia menulis bahwa birokrasi Weberian sekitar 25 
sampai 50 tahunan yang akan datang (dihitung sejak tulisannya itu) 
kita bersama-sama akan menyaksikan jatuhnya birokrasi Weber dan 
diganti dengan sistem sosial yang baru yang sesuai dengan harapan 
masyarakat pada abab ke-20 (Thoha, 1984). Kritikan Bennis itu di- 
dasarkan atas suatu prinsip evolusi bahwa setiap zaman tertentu akan 
mengembangkan suatu bentuk tatanan sistem organisasi yang sesuai 
dengan zamannya. Dikatakan oleh Bennis bahwa bentuk hierarki pi- 
ramidal yang dikenal oleh ahli sosiologi sebagai birokrasi dan oleh 
businesman sebagai “the damn bureaucracy” (birokrasi terkutuk) telah 
ketinggalan dari realita zaman sekarang. 

Bersamaan dengan Bennis, Lawrence dan Lorch (1967) menyata- 
kan bahwa bentuk organik yang berupa birokrasi itu seyogianya hanya 
cocok untuk situasi lingkungan kompleks dan tidak menentu, bukan- 
nya yang selama ini terjadi hanya untuk hal-hal yang bersifat rutin 
dan stabil. Oleh karena itu jika birokrasi ingin selalu survive, maka bi- 
rokrasi harus mau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu 
berubah. 

Kritikan yang hampir mutakhir ialah lontaran pendapat dari Hec- 
kscher dan Donellon (1994). Kedua penulis ini mengemukakan bah- 
wa bentuk organisasi masa depan adalah apa yang mereka namakan 
post-bureaucratic organization. Organisasi masa depan menurut kedua 
penulis tidak akan sama dengan birokrasi Weberian. Bentuk organi- 
sasi masa depan tidak hanya menempatkan diri pada koherensi in- 
ternal dan pemusatan kekuasaan, akan tetapi juga memusatkan pada 
interaksi eksternal dan interaksi sosial yang berhubungan dengannya. 
Kekuasaan bukannya satu-satunya alat yang ampuh untuk melaksa- 


8 Dr 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 1 « POLITIK BIROKRASI 


nakan mekanisme birokrasi tanpa diimbangi kewenangan melalui 
persuasi dan dialog. Powering bukan lagi satu-satunya cara mengenda- 
likan mesin birokrasi pemerintah tanpa harus diimbangi dengan cara- 
cara yang bersifat empowering (Bachrach, 1992). 

Sekarang sudah berada di abad ke-21, ramalan Bennis dan juga 
para kritikus lainnya ternyata telah banyak menjadi kenyataan. Offi- 
cialdom itu ternyata telah mulai pudar Salah satu wujud dari pudarnya 
kerajaan pejabat itu ialah dilakukan gerakan reformasi dalam birokrasi 
pemerintah antara lain berusaha mengubah sikap keterbukaan pelaku- 
pelakunya. Adalah hampir tidak mungkin melakukan perubahan dan 
pembaruan prosedur dan aliran kerja menjadi lebih lancar, melaku- 
kan pembaruan pelayanan kepada masyarakat agar lebih responsif, 
dan melakukan perubahan struktur birokrasi agar mampu bersaing, 
akan tetapi menghalangi orang-orangnya untuk berkembang. Birokra- 
si yang tertutup dan centralized cenderung menghasilkan kelangkaan 
open people di dalamnya. Itulah sebabnya upaya untuk mereformasi 
birokrasi pemerintah yang paling mendasar adalah bagaimana dapat 
mengubah mindset dan perilaku dari para pelaku birokrasi publik 
(meminjam istilah Stephen H. Rhinesmith dalam Managers Guide to 
Globalization, 1966). 

Salah satu perubahan mindset yang perlu dilakukan ialah panda- 
ngan birokrasi terhadap kekuasaan (power) yang cenderung menjadi- 
kan birokrasi sebagai kekuatan yang sakral. Kekuasaan pada birokrasi 
yang diwujudkan dalam jabatan pejabat bisa sangat menakutkan, dan 
hampir tidak mungkin dapat ditembus oleh lapisan masyarakat yang 
sangat lemah di hadapan kekuasaan birokrasi tersebut. Kekuasaan se- 
perti ini yang membuat birokrasi menjadi sangat sakral. 

Perbuatan mensakralkan jabatan birokrasi pemerintah hampir ti- 
dak bisa lagi dihindari oleh orang Indonesia. Segala urusan dari yang 
kecil sampai yang besar selalu membutuhkan legitimasi birokrasi 
pemerintah. Rakyat membutuhkan dan memperoleh rezeki maupun 
pelayanan selalu berhubungan dengan pejabat, pegawai, dan pelaku- 
pelaku birokrasi pemerintah. Semua pemborong atau rekanan dari 
yang kecil pribumi sampai yang konglomerat keturunan membutuh- 
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kan rezeki melalui pejabat birokrasi ini. Rakyat kecil sampai yang besar 
membutuhkan KTP (kartu tanda penduduk) atau bentuk perizinan- 
perizinan lainnya selalu menjumpai pejabat-pejabat ini. Mereka yang 
menjabat ini menyandang kekuasaan ibarat raja yang kekuasaan itu 
tidak dipunyai oleh rakyat. Rakyat membutuhkan pelayanan, pejabat 
mempunyai kekuasaan untuk mendistribusikan pelayanan tersebut. 

Mensakralkan sesuatu menunjukkan lemahnya posisi seseorang 
terhadap sesuatu yang disakralkan tersebut. Seseorang yang meman- 
dang bahwa keris atau batu akik itu keramat dia percaya bahwa ada ke- 
kuatan di luar kemampuannya pada keris dan batu akik tersebut. Agar 
keris dan batu akiknya itu memberikan manfaat baginya, maka dikera- 
matkan keris dan batu akik tersebut. Orang Indonesia memandang bi- 
rokrasi pemerintah tidak ubahnya seperti keris dan batu akik tersebut. 
Mereka lemah posisinya di hadapan birokrasi. Oleh karena itu supaya 
tujuannya tercapai sedangkan mereka tidak memiliki kekuatan, maka 
cara yang terbaik adalah surrender, menyerahkan diri. Penyerahan diri 
seperti ini sekaligus mengakui bahwa kekuasaan birokrasi itu tidak 
tertembus olehnya. Maka keramatlah birokrasi pemerintah pemegang 
monopoli pelayanan masyarakat. Agama Islam menamakan perbuat- 
an seperti itu syirik, orangnya disebut musyrik, artinya menduakan 
adanya kekuatan di luar kekuatan yang berasal dari Allah. Dan itu me- 
rupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. 

Ciri birokrasi Weberian adalah kekuasaan itu ada pada setiap hie- 
rarki jabatan pejabat. Di depan telah disinggung bahwa semakin tinggi 
hierarki jabatan tersebut semakin besar kekuasaannya, dan semakin 
rendah hierarkinya semakin tidak berdaya (powerless). Hierarki yang 
paling bawah (beyond the hierarchy) adalah masyarakat atau rakyat. 
Pada posisi ini mereka sama sekali tidak mempunyai kekuasan. Disi- 
plin birokrasi model Weber ini menyatakan bahwa hierarki bawah ti- 
dak berani atau tidak boleh melawan kekuasaan hierarki atas. 

Di Indonesia hierarki kekuasaan ini dibalut dengan sistem bapak 
atau patrimonial sehingga menjadi lebih kental lagi praktika kekuasa- 
an birokrasi ini. Pejabat hierarki bawah tidak berani bertindak jika ti- 
dak memperoleh restu dan petunjuk dari hierarki atas. Semua surat 
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dinas yang berasal dari pejabat hierarki bawah selalu diakhiri dengan 
kalimat manis “mohon arahan dan petunjuk” dari pejabat hierarki 
atas. Perilaku birokrasi Indonesia selalu diwarnai dengan sikap nyu- 
wun sewu (minta seribu), seperti orang Jawa yang mau lewat melang- 
kahi posisi orang tua. Ini merupakan sikap sopan (proper behaviour) 
yang harus dilakukan oleh orang Jawa yang kekuasaannya lebih rendah 
dari orang yang dimintai seribu tersebut. Dengan demikian, meminta 
petunjuk itu merupakan sikap sopan yang harus diperlihatkan agar ti- 
dak melampaui kekuasaan yang berada di luar kekuasaannya. Tidak 
ada rasa salah (guilty) atau saru (inappropriate) jika meminta petun- 
juk tersebut. Pejabat tersebut tidak ada sedikit pun keraguan untuk 
dikatakan tidak mempunyai inisiatif atau kreatif, seperti yang umum- 
nya menjadi ukuran bagi manajemen rasional yang juga menjadi ciri 
lain dari birokrasi Weberian. Dengan kata lain birokrasi Weberian di 
Indonesia sedikit banyak telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi 
Indonesia. 

Sikap-sikap sopan yang melenceng dari sikap rasional model We- 
ber tersebut banyak dijumpai dalam praktika perilaku birokrasi peme- 
rintah. Sikap ini berlindung pada kekuasaan yang berada pada hie- 
rarki yang kesemuanya mempunyai hak-hak istimewa berupa fasilitas 
kekuasaan. Titelatur ajudan, pengawal pribadi, dan pejabat protokol 
pada birokrasi sipil merupakan jabatan-jabatan yang dipandang ber- 
lebihan sehingga cenderung mensakralkan jabatan-jabatan birokrasi 
tersebut. Meminta pengawalan, disediakan fasilitas VIP, membawakan 
naskah pidato, dibukakan pintu mobil, di bawakan tas kerja, dan lain 
sebagainya merupakan contoh-contoh kelebihan kekuasaan yang ber- 
ada di hierarki atas yang pada akhirnya membuat sakral jabatan hie- 
rarki birokrasi dan memperkuat officialdom tersebut. 


D. PERTUMBUHAN KEKUASAAN BIROKRASI PEMERINTAH 

Upaya untuk menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembang- 
an pemerintahan telah banyak dilakukan. Beberapa di antaranya me- 
ngatakan bahwa pertumbuhan itu adalah akibat dari perkembangan 
sosioekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan yang semakin kom- 
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pleks dari sesuatu masyarakat membuat permintaan jasa pelayanan 
semakin besar. Penjelasan lain menyatakan pertumbuhan itu didasar- 
kan atas tekanan-tekanan ideologi dan politik. Tekanan dari sisi ini 
menghendaki agar negara dan pemerintahan memperoleh keuntung- 
an yang lebih besar dengan menciptakan dan menambah budget (Ni- 
skanen, 1971). Semakin besar budget yang dipunyai oleh pemerintah, 
maka semakin besar pula peranan dan pertumbuhan pemerintah. 
Dalam mengaitkan pertumbuhan aktivitas pemerintahan dengan pe- 
ngembangan kebijakan publik (public policy), Richard Rose (1975) 
menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat diklasifikasikan menjadi 
tiga kategori, yakni merumuskan batas-batasnya, mobilisasi sumber, 
dan bermuara terkait erat dengan publik atau sosial. Pada umumnya 
perkembangan pemerintahan dalam masyarakat Barat (Western soci- 
ety) secara evolutif berjalan dari kategori menetapkan batas-batasnya 
menuju ke fungsi memobilisasi sumber-sumber dan fungsi publik 
atau masyarakat. Selanjutnya menurut Rose, pemerintah sekali telah 
menetapkan kekuasaan dalam tiga kategori tersebut, maka pemerin- 
tah tidak bakal mengurangi atau menghilangkan kekuasaan tersebut. 
Di sinilah pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan dan kekua- 
saannya semakin hari semakin besar. 

Membahas lebih lanjut pertumbuhan kegiatan dan kekuasaan da- 
lam pemerintahan, bahasan yang agak mendekati pada alasan yang 
realitas ialah dengan melihat indikator pertumbuhan budget pemerin- 
tah. Alasan pertumbuhan budget yang cenderung semakin meningkat 
akan mudah dipahami oleh orang di jalan. Karena anggaran mening- 
kat, mengakibatkan pajak naik, harga-harga bahan kebutuhan pokok 
naik, harga bahan bakar minyak juga naik, dan tarif angkutan naik. 
Kenaikan ini dipandang oleh anggota masyarakat akibat pemerintah 
menaikkan kegiatannya yang memerlukan biaya besar dan itu tergam- 
bar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. 

Indikator lain yang dapat mengukur pertumbuhan dan perkem- 
bangan pemerintahan adalah angkatan kerja yang bekerja di sektor 
publik (total work force employed in the public sector) termasuk di 
dalamnya tentara dan polisi. Semakin meningkat jumlah karyawan pe- 


12 Da 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 1 « POLITIK BIROKRASI 


merintah, semakin besar pula kegiatan pemerintah yang mengakibat- 
kan semakin berkembang dan besar organisasi pemerintah. Mening- 
katnya jumlah karyawan pemerintah secara dramatis banyak diakui 
mulai membesar sejak Perang Dunia II (Peters, 1978). Mulai saat itu 
pemerintah merupakan organisasi besar yang tidak ada tandingannya, 
dan sangat menentukan serta memengaruhi hidup seseorang dalam 
masyarakat ini. Seseorang tidak akan dapat menghindari pengaruh, 
kekuasaan, dan paksaan dari pemerintah. Seseorang tidak juga dapat 
menghindari (unaviodable) untuk melakukan kontak atau hubungan 
dengan pemerintah dan pejabatnya dalam rangka menyelesaikan uru- 
san hidupnya (Caiden, 1982). 

Istilah pemerintah selalu digunakan untuk menghubungkan an- 
tara dua hal yang berbeda satu sama lain. Kadangkala dikaitkan de- 
ngan orang-orang (people) yang mempunyai keistimewaan satu sama 
lain, memiliki keberuntungan dan kesialan yang tertera dalam nasib- 
nya masing-masing. Kadang-kadang dikaitkan dengan kelembagaan 
(institution) yang menunjukkan adanya serangkaian prosedur aturan 
yang diterima untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dari waktu 
ke waktu tanpa memandang siapa yang bakal dikenai oleh prosedur 
aturan tersebut. Pandangan seperti ini lalu merumuskan pemerintah- 
an itu merupakan perpaduan antara orang-orang dan kelembagaan 
yang membuat dan memaksakan hukum dan undang-undang kepada 
masyarakat (Ranney, 1996). Dari pemahaman seperti ini lalu melekat 
kekuasaan itu pada pemerintah. Selain itu, tidak lagi diragukan bahwa 
pemahaman pemerintahan seperti itu merupakan paham kemanusia- 
an yang tertua dan institusi yang universal.Orang-orang merasa bahwa 
kehadiran pemerintah dengan kekuasaannya itu amat diperlukan un- 
tuk mengatur kehidupan bersama. Aturan yang dibuat oleh suatu or- 
ganisasi tertentu belum tentu bisa berlaku dan diterima oleh organisasi 
lain. Sebaliknya suatu aturan perundang-undangan yang dibuat oleh 
pemerintah berlaku bagi semua anggota masyarakat dalam negara 
tersebut. Kekuasan berada di pemerintahan setelah rakyat atau ma- 
syarakat ini memercayakan kepadanya untuk mengatur dan mengatasi 
masalah-masalah yang dapat diterima oleh semua pihak. 
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